
 
BUPATI BURU SELATAN 

PROVINSI MALUKU 

PERATURAN BUPATI BURU SELATAN 

NOMOR  23 TAHUN 2017 

TENTANG 

STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL PEGAWAI NEGERI SIPIL 

PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  

KABUPATEN BURU SELATAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BURU SELATAN, 

 

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka menjamin objektivitas, transparansi, 

kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan 

pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai 

Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, perlu 

menetapkan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai 

Negeri Sipil; 

  b.  bahwa untuk mendukung profesionalisme Pegawai Negeri 

Sipil dalam jabatan struktural diperlukan Standar 

Kompetensi Manajerial Jabatan yang wajib dimiliki oleh 

setiap Pegawai Negeri Sipil;  

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri 

Sipil Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Buru Selatan; 

 

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kabupaten Buru Selatan Di Provinsi 

Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4878); 

 

 

 



 

  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan 

Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 

2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam 

Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 33); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan 

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan 

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5258); 

 

 



  

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4741); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

  14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 

Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan 

Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan 

Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural; 

  15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 

Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar 

Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil; 

  16. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan 

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 

 17. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 4 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Buru Selatan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016 Nomor 4);  

 18. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 12 
Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2017; 

19. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 55 Tahun 2016 
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2017; 

 
 

M E M U T U S K A N: 
 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI BURU SELATAN TENTANG 

STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL PEGAWAI NEGERI 
SIPIL PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN. 

 

 

 

 

 



 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru Selatan 
2. Bupati adalah Bupati Buru Selatan 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur  

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai 
Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian 
untuk menduduki jabatan pemerintahan. 

5. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, 
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin 
suatu satuan organisasi negara. 

6. Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural adalah penempatan pertama 
kali dalam jabatan struktural termasuk perpindahan jabatan dari eselon 
lebih rendah ke eselon lebih tinggi. 

7. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup 
aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi 
jabatan. 

8. Kompetensi Manajerial adalah soft competency yang mencakup aspek 
pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi 
jabatan. 

9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 
bekerja pada instansi pemerintah. 

10. Standar Kompetensi Manajerial adalah persyaratan kompetensi manajerial 
minimal yang harus dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil dalam 
melaksanakan tugas jabatan. 

11. Penilaian kompetensi adalah suatu proses membandingkan kompetensi 
yang dimiliki PNS dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan 
menggunakan alat ukur tertentu untuk mengetahui potensi dan 
kompetensi PNS. 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Maksud penetapan Standar Kompetensi Manajerial adalah: 

a. sebagai dasar pedoman kompetensi yang dipersyaratkan dalam suatu 
Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan; 

b. sebagai dasar pertimbangan dalam pengajuan usul dan/atau penetapan 
pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari 
Jabatan Struktural; 

c. sebagai dasar penyusunan program pengembangan dan/atau pembinaan 
karier PNS; dan 

d. sebagai dasar penyusunan program pendidikan dan pelatihan Pejabat 
Struktural dan calon pengemban Jabatan Struktural. 

 
 
 
 



 
 

Pasal 3 

Tujuan penetapan Standar Kompetensi Manajerial adalah: 

a. mewujudkan objektivitas, transparansi dan akuntabilitas pengangkatan, 
pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural; 

b. mengidentifikasi kompetensi yang dimiliki individu dibandingkan dengan 
standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam rangka pembinaan; 

c. mewujudkan kesesuaian antara tugas Jabatan Struktural dengan 
kompetensi Pejabat Struktural atau calon pengemban Jabatan Struktural 
sehingga tercipta Pejabat Struktural yang profesional; dan 

d. mewujudkan tertib pengembangan dan pembinaan karier PNS. 
 

BAB III 

STANDAR KOMPETENSI 

Pasal 4 

Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil Pejabat Struktural di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisakan dari Peraturan 

Bupati ini. 

BAB IV 

PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru 
Selatan. 

Ditetapkan di Namrole 

Pada tanggal 12 Oktober 2017 

BUPATI BURU SELATAN, 

 

TAGOP SUDARSONO SOULISA 
 

Diundangkan di Namrole 

Pada tanggal  13 Oktober 2017 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN, 

 

 

SYAHROEL AMRIE ENGELEN PAWA 
              

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2017 NOMOR  23 


